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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Unit Usaha Syariah

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Ind@nesNomor
11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Ursthh Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4992), maka perlu diatabiil lanjut peraturan
pelaksanaan mengenai Unit Usaha Syariah, dalam &daran yang mencakup

hal-hal sebagai berikut:

l. PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

1. Permohonan izin usaha UUS diajukan oleh Bank Umuwnvi€nsional
(BUK) dengan menggunakan format surat sebagaimamakdud dalam
Lampiran 1 dan didukung dengan dokumen sebagaiuieri
a. rancangan perubahan anggaran dasar, yang paliaggkumemuat

kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud dalamuperat
perundang-undangan yang berlaku.
b. identitas dan dokumen pendukung calon Direktur Wisedakan
sebagai berikut:
1) Dalam hal calon Direktur UUS bukan berasal daralsadatu
anggota Direksi BUK dan telah ditetapkan sejak awaalya

bertugas ...



bertugas mengelola UUS.

a)
b)

c)
d)

f)

9)

h)

pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;

riwayat hidup ¢urriculum vitag;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidakagmern
melakukan tindakanfraud (penipuan, penggelapan,
dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan,
dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukumnieare
terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidakamern
dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemggan
saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direks
dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum
lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan
pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam gangk
waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal paraga
permohonan;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak
memiliki hutang yang bermasalah;

surat pernyataan bahwa tidak melanggar ketentuan
rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah;

surat pernyataan yang menyatakan memiliki atawktida
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat
kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau
sesama anggota Direksi lainnya;

surat pernyataan bahwa yang bersangkutan baikasecar

sendiri-sendiri ...




)

sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki
saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dariahod
disetor pada perusahaan lain; dan

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pcah
dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang

pernah diikuti.

2) Dalam hal calon Direktur UUS berasal dari salabh saggota
Direksi BUK.

a)

b)

dokumen rapat umum pemegang saham atau surat
persetujuan Dewan Komisaris yang menyetujui
penunjukan atau penugasan sebagai Direktur UUS;
rincian tugas dan tanggung jawab selaku Direksi BUK
selain sebagai pengelola dan penanggung jawabt&agia
operasional UUS; dan

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga ot
dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang
pernah diikuti.

identitas calon Pejabat Eksekutif didukung dengarkuthen

sebagai berikut:

1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pasporgyan

masih berlaku;

3) riwayat hidup €urriculum vitag;

4) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak gbern

melakukan tindakarfraud (penipuan, penggelapan, dan/atau

kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, danausah

lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti mekain

tindak pidana kejahatan; dan

5) surat ...



5)

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga ot
dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah ysmgah
diikuti.

daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yatgkuhg

dengan dokumen sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pasporgyan
masih berlaku;

riwayat hidup ¢urriculum vitag;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak ghern
melakukan tindakarfraud (penipuan, penggelapan, dan/atau
kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, danndpida
usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana kejahatan;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atadakti
pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Kisnisa
atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pasgdari
badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah mexkain
suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya diamt
pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam gamgkktu

5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan
permohonan;

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pgmh dan
pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional — Majdlksna
Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihdmdaing
syariah mu’amalah dan di bidang perbankan dan/atau

keuangan secara umum yang pernah diikuti calon ciagg

Dewan ...



Dewan Pengawas Syariah;

7) surat pernyataan dari calon anggota Dewan Pengayash
bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentagkap
jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bardadésoh
tentang Unit Usaha Syariah;

8) surat rekomendasi calon anggota Dewan Pengawasalsyar
dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indaomes

surat pernyataan Direksi BUK mengenai alokasi daaa BUK

untuk modal kerja UUS;

studi kelayakan mengenai peluang pasar dan patkosbmi;

rencana bisnis b{siness plan UUS untuk tahun pertama dan

jangka menengah (tiga tahun) yang paling kurang ua¢m

1) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpuaran d
penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan w&kiag
dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

2) proyeksi neraca dan laporan laba rugi;

bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:

1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasukgedong
kantor dan tata letak ruangan. Dalam hal ruangamg ya
ditempati UUS menyatu dengan ruangan unit kerja BdKg
lain, maka harus terdapat pemisahan yang jelasadeogra
antara lain pembedaan warna ruangan, pembuatart seka
(partisi) dan/atau pemisahan ruangan;

2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
informasi yang meliputi antara lacore banking systerdan
jaringan telekomunikasi;

3) Dbukti kepemilikan atau dokumen penguasaan gedungpka

antara lain berupa bukti hak atas tanah atau gergdnjian

sewa ...



sewa; dan
4) contoh formulir/warkat berlogo IB yang akan diguaak
untuk operasional UUS;
sistem dan prosedur kerja termasuk pedonman(ia) kegiatan
operasional UUS yang lengkap;
rencana struktur organisasi dan nama-nama calorabdte]
Eksekutif;
surat pernyataan dari BUK mengenai kesanggupan kuntu
menanggulangi kesulitan likuiditas yang dialamholdUS; dan
neraca intern BUK posisi bulan terakhir sebelummudronan izin
usaha UUS yang ditandatangani oleh Direksi BUK dietahui
oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha UUS dilap&d@ada Bank
Indonesia dengan menggunakan format surat sebagairdenaksud
dalam Lampiran 2.

PENUNJUKAN DAN/ATAU PENGGANTIAN DIREKTUR UNIT USAHA
SYARIAH
Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS diko kepada Bank
Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaichanaksud dalam
Lampiran 3 dan didukung dengan dokumen sebagairdanaksud dalam
butir 1.1.b.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGUNDURAN
DIRI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Peng&yadah

diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunaanaf surat

sebagaimana ...




sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 dan didukdeggan
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir I.1.d.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah d#ideppdeepada
Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana
dimaksud dalam Lampiran 5 dan didukung dengan tgbksalah rapat
umum pemegang saham atau keputusan Dewan Komiguis

sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapatnumamegang
saham.

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggotaaeengawas
Syariah dilaporkan kepada Bank Indonesia dengargguerakan format

surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

IV. PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN
PEJABAT EKSEKUTIF

1.

Pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentjabaPdksekutif

dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunétkamat surat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 dan didukdeggan

dokumen sebagai berikut:

a. bukti pengangkatan, penggantian dan/atau pembéhes¢bagai
Pejabat Eksekutif dari Direksi atau pejabat yangvbaang;

b. identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksudndautir
l.1.c.; dan

c. berita acara serah terima jabatan untuk penggantian
pemberhentian Pejabat Eksekultif.

Penilaian aspek integritas dan kompetensi terhd&gpbat Eksekutif

UUS dilakukan melalui penelitian data dalam Dafkepatutan dan

Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) dan Daftar Kredit 648 serta dapat

juga dilakukan melalui wawancara, pengamatan damgy@n

(interview ...



VI.

(interview, observation and t@spada saat pelaksanaan pemeriksaan
UUS.

KEGIATAN USAHA DI BIDANG DEVISA

Permohonan izin kegiatan usaha perbankan syaribldang devisa diajukan

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format s@bagaimana

dimaksud dalam Lampiran 8 dan didukung dengan dekusebagai berikut:

a. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistdarmasi yang

mendukung kegiatan perbankan syariah di bidangdgvi

b. daftar nama pejabat dan/atau pegawai yang telalyikngnpendidikan

dan/atau pelatihan mengenai aspek syariah dalanat@agusaha di

bidang devisa disertai dengan surat keterangarsatétikat; dan

c. daftar calon nasabah yang akan melakukan kegiatasad

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
1. KANTOR CABANG SYARIAH (KCS)
Permohonan izin pembukaan KCS hanya dapat diajskdgiah

a.

dipenuhinya persyaratan paling kurang sebagai terik

1)

2)

3)

4)

5)

rencana pembukaan KCS telah dicantumkan dalamwana
bisnis UUS;

peringkat komposit tingkat kesehatan UUS sel@n@ua)
periode penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);

modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,
(seratus miliar rupiah);

tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaratasB
Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);

rasio Non Performing Financingd NPF) netto paling tinggi

sebesar 5%; dan

6) UUS ...



6) UUS tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar.

Permohonan izin pembukaan KCS diajukan kepada Batdnesia

dengan menggunakan format surat sebagaimana dithakdam

Lampiran 9 dan didukung dengan dokumen sebagdauteri

1) bukti persiapan operasional yang meliputi antara la
a) struktur organisasi dan personalia;

b) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
gedung kantor dan tata letak ruangan.
Dalam hal KCS beralamat sama dengan KC atau KCP
BUK (co-locatio, maka harus terdapat pemisahan
kantor yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
pemisahan ruangan;

c) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

d) Dbukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
gedung kantor antara lain berupa bukti hak ataahtan
atau surat perjanjian sewa,;

2) hasil studi kelayakan yang paling kurang memuatenmst
ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejenuhan jurkéatior
BUS dan UUS; dan

3) rencana penghimpunan dan penyaluran dana palingngur
selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

Pelaksanaan pembukaan KCS dilaporkan kepada Baldodsia

dengan menggunakan format surat sebagaimana dithaldam

Lampiran 10.

2. KANTOR ...



10

2. KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG SYARIAH

Permohonan pembukaan Kantor di bawah KCS berupaoKan
Cabang Pembantu Syariah (KCPS) atau Kantor Kagaby@{KS)
hanya dapat diajukan setelah dipenuhinya persyargiaing

a.

kurang sebagai berikut:

1) rencana pembukaan Kantor di bawah KCS telamtlioakan
dalam rencana bisnis UUS;

2) modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,
(seratus milyar rupiah);

3) lokasi Kantor di bawah KCS berada dalam satayaih kerja
kantor Bank Indonesia dimana lokasi KCS induknyeatia;
dan

4) memiliki sistem teknologi informasi yang mampu

menggabungkan transaksi keuangan Kantor dibawah KCS
secara otomasi daonline ke dalam laporan keuangan KCS

induknya pada hari yang sama.

Permohonan pembukaan Kantor di bawah KCS diajulepada
Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana
dimaksud dalam Lampiran 11 dan didukung dengan meku

sebagai berikut:

1)

bukti persiapan operasional yang meliputi antara la

a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
gedung kantor dan tata letak ruangan.
Dalam hal Kantor di bawah KCS beralamat sama dengan
kantor BUK (o-locatior), maka harus terdapat
pemisahan yang jelas dengan cara antara lain pexabed
warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau

pemisahan ruangan;

b) dokumen ...
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b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologesist
informasi dan jaringan telekomunikasi; dan
c) Dbukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
gedung kantor antara lain berupa bukti hak ataahtan
atau surat perjanjian sewa; dan
2) hasil studi kelayakan yang paling kurang memuatenmst
ekonomi, peluang pasar, dan tingkat kejenuhan jurkéentor
BUS dan UUS.
Pelaksanan pembukaan Kantor di bawah KCS dilapokiegpada
Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana

dimaksud dalam Lampiran 12.

3. KEGIATAN PERBANKAN ELEKTRONIK

a.

Permohonan pelaksanaan Kegiatan Perbankan Eldktimamya
dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratanngpakurang
sebagai berikut:

1) Kegiatan Perbankan Elektronik telah dicantumigaiam
rencana bisnis UUS;

2) didukung dengan sistem teknologi informasi yang
memungkinkan dilakukannya transaksi oleh nasabahrze
real time dan memiliki jaringan komunikasi yang memadai
dengan jangkauan luas; dan

3) didukung dengan sistem pengendalian risiko yaemadai.

Permohonan pelaksanaan Kegiatan Perbankan Eldkttitajukan

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formaat sur

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13 dan didukengan

dokumen sebagai berikut:

1) kesiapan ...



1)

2)

12

kesiapan sistem teknologi informasi yang memungkink
dilakukannya transaksi oleh nasabah secaa time dan
memiliki jaringan komunikasi yang memadai dengan
jangkauan luas; dan

sistem pengendalian risiko atas Kegiatan Perbankan
Elektronik.

Pelaksanan Kegiatan Perbankan Elektronik dilaporkapada

Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana

dimaksud dalam Lampiran 14.

KEGIATAN PELAYANAN KAS SYARIAH
Pelaksanan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah dilapokkpada Bank

Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimdenaksud

dalam Lampiran 15.

LAYANAN SYARIAH

Pelaksanan kegiatan Layanan Syariah dilaporkandeeBank Indonesia

dengan menggunakan format surat sebagaimana dithakslam

Lampiran 16.

KANTOR CABANG SYARIAH ATAU JENIS-JENIS KANTOR
LAINNYA DI LUAR NEGERI

a.

Permohonan izin pembukaan KCS atau jenis-jenisokdaiinnya di

luar negeri hanya dapat diajukan setelah dipenahpgrsyaratan

paling kurang sebagai berikut:

1)

rencana pembukaan kantor di luar negeri tercandalam

rencana bisnis UUS:;

2) UUS ...



2)

3)

4)

5)

13

UUS telah memiliki izin untuk melakukan kegiatasaha
perbankan syariah di bidang devisa;

peringkat komposit tingkat kesehatan UUS sel@n@ua)

periode penilaian terakhir masing-masing palingakgr 3

(tiga);

modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,
(seratus miliar rupiah); dan

UUS memiliki profil risiko dengan peringkat Risi

Komposit paling kurangnoderate

Permohonan izin pembukaan KCS atau jenis-jenisokdaiinnya di

luar negeri diajukan kepada Bank Indonesia dengamggunakan

format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampirandaid

didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1)

2)

3)

bukti persiapan operasional yang meliputi antara la

a) struktur organisasi dan personalia; dan

b) kesiapan gedung kantor, termasuk foto gedung kantor
hasil studi kelayakan yang paling kurang memuatemst
ekonomi, peluang pasar; dan

rencana kegiatan usaha paling kurang selama 12kelas)

bulan beserta penjelasannya.

Pelaksanaan pembukaan KCS atau jenis-jenis kantonya di luar

negeri dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan gusrakan

format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampirandd®

didukung dengan salinan/fotokopi izin pembukaan ti&ardari

otoritas di negara setempat.

VIl. PENURUNAN ...
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VII. PENURUNAN STATUS KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
Pelaksanaan penurunan status KCS menjadi Kantmavdah KCS dilaporkan

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formait s@bagaimana

dimaksud dalam Lampiran 19.

VIIl. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
1. KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

a.

Permohonan izin pemindahan alamat kantor UUfokdia kepada

Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana

dimaksud dalam Lampiran 20 dan didukung dengan peksiapan

operasional kantor UUS yang meliputi antara lain:

1)

2)

3)

kesiapan gedung dan peralatan kantor termadokgedung
kantor dan tata letak ruangan.

Dalam hal ruangan yang ditempati UUS menyatu denga
ruangan unit kerja BUK yang lain, maka harus teadap
pemisahan yang jelas dengan cara antara lain pembed
warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/aausphan
ruangan;

dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologiermsist
informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan athing
kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah ataat

perjanjian sewa.

Pelaksanaan pemindahan alamat kantor UUS dkapokepada

Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana

dimaksud dalam Lampiran 21 dan didukung dengan irgysm

surat kabar yang memuat pengumuman rencana peramadddmat

tersebut.

2. KANTOR ...
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2. KANTOR CABANG SYARIAH

a.

Permohonan izin pemindahan alamat KCS diajukan deefizank
Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaima
dimaksud dalam Lampiran 22 dan didukung dengan meku
sebagai berikut:
1) bukti persiapan operasional yang meliputi antara la
a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
gedung kantor dan tata letak ruangan.
Dalam hal KCS beralamat sama dengan KC atau KCP
BUK (co-locatior), maka harus terdapat pemisahan
kantor yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
pemisahan ruangan;

b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

c) Dbukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
gedung kantor antara lain berupa bukti hak ataahtan
atau surat perjanjian sewa,;

2) hasil analisis mengenai komposisi penyebaran lakasabah
dan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukatuk
tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepadaatgsa
dan

3) hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lataa studi
kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Pelaksanaan pemindahan alamat KCS dilaporkan kepBaa&

Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaima

dimaksud dalam Lampiran 23 dan didukung dengan irgysm

surat ...
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surat kabar yang memuat pengumuman rencana peramdddmat

tersebut.

3. KANTOR DIBAWAH KANTOR CABANG SYARIAH

a.

Rencana pemindahan alamat Kantor di bawah KG§ukain
kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formaat sur
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24 dan diduklengan
dokumen sebagai berikut:
1) bukti persiapan operasional Kantor di bawah KCSgyan
meliputi antara lain:
a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
gedung kantor dan tata letak ruangan.
Dalam hal Kantor dibawah KCS beralamat sama dengan
kantor BUK (o-locatior), maka harus terdapat
pemisahan yang jelas dengan cara antara lain pexabed
warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
pemisahan ruangan;
b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
informasi dan jaringan telekomunikasi; dan
c) Dbukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
gedung kantor antara lain berupa bukti hak ataahtan
atau surat perjanjian sewa; dan
2) hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lalaa studi
kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.
Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di baweh dil@porkan
kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formaat sur
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 25 dan diduklengan

salinan pengumuman rencana pemindahan alamatuéerseb

4. KEGIATAN ...
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4. KEGIATAN PELAYANAN KAS SYARIAH
Pelaksanaan pemindahan alamat Kegiatan Pelayanan S¢ariah
dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunfikamat surat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26.

5. LAYANAN SYARIAH
Pelaksanaan pemindahan alamat kegiatan Layanarmalsyditaporkan
kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formait Seipagaimana

dimaksud dalam Lampiran 27.

6. KANTOR CABANG SYARIAH ATAU JENIS-JENIS KANTOR
LAINNYA DI LUAR NEGERI
Pelaksanaan pemindahan alamat KCS atau jeniskani®r lainnya di
luar negeri dilaporkan kepada Bank Indonesia dengamggunakan
format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampirada28didukung

dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negsetempat.

IX. PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
1. KANTOR CABANG SYARIAH

a. Permohonan izin penutupan KCS diajukan kepadk Badonesia
dengan menggunakan format surat sebagaimana dithakdam
Lampiran 29.

b. Pelaksanaan penutupan alamat KCS dilaporkan deeg@ank
Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaima
dimaksud dalam Lampiran 30 dan didukung dengan dokumen
sebagai berikut
1) Dbukti penyelesaian seluruh kewajiban KCS kepaasabah

dan pihak lain; dan

2) guntingan ...



18

2) guntingan surat kabar yang memuat pengumumacamna

penutupan KCS.

KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG SYARIAH
Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah KCS dilapokkpada Bank
Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimdenaksud

dalam Lampiran 31.

KEGIATAN PELAYANAN KAS SYARIAH
Pelaksanaan penutupan Kegiatan Pelayanan Kas Sydil@porkan
kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formait Seloagaimana

dimaksud dalam Lampiran 32.

LAYANAN SYARIAH
Pelaksanaan penutupan kegiatan Layanan Syariapodin kepada
Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana

dimaksud dalam Lampiran 33.

KANTOR CABANG SYARIAH ATAU JENIS-JENIS KANTOR
LAINNYA DI LUAR NEGERI

Pelaksanaan penutupan KCS atau jenis-jenis kaaitoryla di luar negeri
dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunfikamat surat
sebagaimana dimaksudalam Lampiran 34 dan didukung dengan

dokumen sebagai berikut:

a. bukti ...



X. PEMISAHAN

19

a. bukti penyelesaian seluruh kewajiban KCS atau j@ms kantor

lainnya di luar negeri kepada nasabah dan pihak dian

b. salinan/fotokopi izin penutupan KCS atau jenisgetantor lainnya

di luar negeri dari otoritas di negara setempat.

BARU

1.

(SPIN-OFF UUS DENGAN CARA PENDIRIAN BUS

Permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS dajukepada Bank

Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimdenaksud

dalam Lampiran 35 dan didukung dengan dokumen seébagkut:

a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian balakum

Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasaratcangan

anggaran dasar yang paling kurang memuat:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

nama dan tempat kedudukan;

kegiatan usaha BUS;

modal;

kepemilikan;

aturan tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris
anggota Direksi, dan anggota DPS yang harus metepero
persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;

aturan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jatughs

dan persyaratan lainnya Dewan Komisaris, Direkasn BPS
yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan pegnd
undangan;

aturan tentang rapat umum pemegang saham yang
menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaladmunan,

penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggureza,

dan ...
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dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan keterBank
Indonesia; dan

8) aturan mengenai rapat umum pemegang saham yang haru
dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisarisroia

daftar calon pemegang saham berikut rincian kejdeamilmasing-

masing:

1) dalam hal calon pemegang saham adalah perorangka ma
harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspogyan
masih berlaku;

c) riwayat hidup €urriculum vitag;

d) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidakagbern
melakukan tindakanfraud (penipuan, penggelapan,
dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan,
dan usaha lainnya, serta tidak pernah dihukum karen
terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

e) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai
PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai
berikut:

I.  surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit
atau tidak pernah menjadi pemegang saham,
anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi
dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum
lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga
menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan

hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan

penetapan ...
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penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan
permohonan;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan bersedia
untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas
BUS;

surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak
memiliki hutang bermasalah; dan

daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta
jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan

pajak tahun terakhir;

dalam hal calon pemegang saham adalah badan hulaka m

harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

a)

b)

d)

akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran

dasar berikut perubahan-perubahan yang telah manhdap

pengesahan dari instansi berwenang;

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a)

sampai dengan huruf d) dari:

masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum
adalah Perseroan Terbatas; atau

masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk

badan hukum selain Perseroan Terbatas;

persetujuan dari otoritas yang berwenang di negsaa

bagi badan hukum asing;

daftar pemegang saham dan jumlah nominal

kepemilikannya;

e) laporan ...
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laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit ole

akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam)

bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan
persetujuan prinsip.

Dalam hal badan hukum tersebut masih dalam proses

audit maka laporan keuangan yang disampaikan adalah

laporan keuangan audited 1 (satu) tahun sebeluchaya
laporan keuangamnauditedbulan terakhir;

dalam hal calon pemegang saham badan hukum sebagai

PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai

berikut:

I. informasi mengenai pemegang saham badan
hukum sampai dengan penanggung jawab terakhir
(ultimate shareholdejs

ii.  surat pernyataan pribadi dari:

(1) masing-masing anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi dari badan hukum
dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya
adalah Perseroan Terbatas; atau

(2) masing-masing anggota pengurus dari badan
hukum dimaksud dalam hal bentuk badan
hukumnya selain Perseroan Terbatas;

yang menyatakan bahwa masing-masing tidak

pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi

pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau
anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus
dari badan hukum lainnya yang dinyatakan

bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan

dan/atau ...
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dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit
berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal
pengajuan permohonan,;

surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan
hukum tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan
modal maupun likuiditas BUS yang ditandatangani
oleh anggota Direksi atau pengurus yang
berwenang mewakili badan hukum yang
bersangkutan.

Dalam hal BUS merupakan bagian dari kelompok
usaha yang dimiliki oleh suatu badan hukum, maka
surat pernyataan dimaksud harus ditandatangani
pula oleh penanggung jawab terakhir dari badan
hukum tersebutultimate shareholdejs

surat pernyataan bahwa badan hukum tidak
memiliki hutang yang bermasalah, yang
ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus
dari badan hukum yang bersangkutan; dan

proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu

paling kurang 3 (tiga) tahun;

dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintsdt pu
atau pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokume
sebagai berikut:

surat keterangan yang mencantumkan nama pejabgt yan

berwenang mewakili pemerintah;

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir b.1) layruf

dan huruf b) dari pejabat yang berwenang;

c) dokumen ...
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c) dokumen yang menyebutkan mengenai sumber dana
untuk setoran modal dalam rangka pendirian BUS; dan

d) dalam hal calon pemegang saham pemerintah sebagai
PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen yaitu
surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang
menyatakan bahwa pemerintah bersedia untuk memngatas
kesulitan modal maupun likuiditas BUS.

daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Birekan

anggota DPS disertai dengan dokumen sebagai kerikut

1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pasporgyan
masih berlaku;

3) riwayat hidup €urriculum vitaeg;

4) surat pernyataan pribadi dari masing-masing calangy
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah
melakukan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau
kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, danndpida
usaha lainnya, atau tidak pernah dihukum karenakuk&n
tindak pidana kejahatan;

5) surat pernyataan pribadi dari masing-masing calangy
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah
dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemggsaham,
anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari
perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum &iyauyg
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perserodatalan
badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarlaretapan
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakh

sebelum tanggal pengajuan permohonan;

6) surat ...
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8)

9)

10)
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surat pernyataan pribadi dari masing-masing caloggeta
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan
bahwa masing-masing tidak memiliki hutang yang
bermasalah;

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pgmh dan
pelatihan dan/atau lembaga sertifikasi bahwa caloggota
Dewan Komisaris atau anggota Direksi pernah menigiku
pendidikan atau pelatihan, sesuai dengan perspyarata
kompetensi;

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga g dan
pelatihan dan/atau dari Dewan Syariah Nasional 4elida
Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatdi
bidang syariabmu’amalahdan di bidang perbankan dan/atau
keuangan secara umum yang pernah diikuti calon ciagg
DPS;

surat pernyataan dari masing-masing calon anggetaab
Komisaris, calon anggota Direksi dan calon angdoRS
bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketenaragkap
jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bardnésch
mengenai Bank Umum Syariah;

surat pernyataan dari masing-masing calon anggetaab
Komisaris dan calon anggota Direksi bahwa yang
bersangkutan memiliki atau tidak memiliki hubungan
keluarga dengan calon anggota Dewan Komisarisatian/
calon anggota Direksi lainnya sesuai ketentuan Bank
Indonesia mengenai pelaksanaan tata kelola perasalzang

baik (Good Corporate Governange

11) surat...
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11) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang

bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupusabe-
sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluhal
persen) dari modal disetor pada perusahaan lam; da

12) surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional -eh&aj
Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS.

rencana struktur organisasi dan nama-nama calorabdte]

Eksekutif;

studi kelayakan mengenai peluang pasar dan patkasomi;

rencana bisnisblsiness planyang paling kurang memuat:

1) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpuaran d

penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
2) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi katmul
bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimejak 8US

beroperasi;

rencana korporascrporate plan berupa rencana strategis jangka

menengah dan jangka panjang dalam rangka mencgyan tBUS;
pedoman manajemen risiko termasuk pedomskncontrol system
rencana sistem pengendalian intern, rencana sisekmologi
informasi yang digunakan, dan pedoman mengenaikgeiaan
tata kelola perusahaan yang badood Corporate Governange
sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan kompsghgang
digunakan dalam kegiatan operasional BUS;

surat pernyataan dari calon pemegang saham non (agalbila
terdapat calon pemegang saham selain BUK) bahw&®eudana
yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:

1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pemkaaydalam

bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/at

2) tidak ...
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2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian ugngney
laundering.

Dalam hal calon pemegang saham BUS berbentuk biagleuim,

maka surat pernyataan ditandatangani oleh penguymsy

berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan;

surat pernyataan dari calon PSP untuk mengupayaémingkatan

modal disetor BUS secara bertahap menjadi palimgrigusebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dakaktu paling

lambat 10 (sepuluh) tahun sejak izin usaha BUSrittiée;

neraca proforma BUS sesuai dengan Standar Akunikansngan

yang berlaku;

neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelunmpéonan izin

prinsip pendirian BUS yang ditandatangani oleh BueUUS;

status KCS, KCPS dan KKS dari UUS; dan

rancangan akta Pemisahan UUS dari BUK.

Permohonan izin usaha BUS diajukan kepada Banknksla dengan

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dzdampiran 36

dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

a.

akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yBiig, memuat
anggaran dasar, yang telah disahkan oleh instanselnang;

daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalgka dn
huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham

daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Birekan

anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam angka fldyaalam

hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisdbiseksi

dan/atau DPS;

fotokopi Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) atauaKu Izin

Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagrga negara

asing ...
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asing yang menjadi calon anggota Direksi dan/atdancanggota

Dewan Komisaris dan bermaksud menetap di Indonesia;

fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwendmpgi warga

negara asing yang menjadi calon anggota Direkslatiun calon

anggota Dewan Komisaris;

rencana susunan dan struktur organisasi, studydiea, rencana

bisnis, rencana korporasi, pedoman-pedoman, sé&stams dan

prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam angkardf lo

sampai dengan huruf i, dalam hal terjadi perubahan;

neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelunmpéonan izin

usaha BUS yang ditandatangani oleh Direktur UUS gyan

menunjukan terpenuhinya modal minimum pendirian BigBesar

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) /deau bukti

tambahan setoran modal dari calon pemegang saham.

Bukti tambahan setoran modal tersebut adalah hefojpkopi

bilyet deposito iB dari Bank Umum Syariah atau Ubisaha

Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Badénesia

gqg. calon pemegang saham”, yang telah dilegaligh gejabat

bank penerbit deposito iB. Bilyet deposito iB &gt harus

mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanpat da

dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis éaggota

Dewan Gubernur Bank Indonesia;

bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:

1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasukgedong
kantor dan tata letak ruangan;

2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
informasi yang meliputi antara latore banking systerdan

informasi mengenai jaringan telekomunikasi;

3) bukii ...
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3) Dbukti kepemilikan, atau dokumen penguasaan atasinged
kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah ataat
perjanjian sewa; dan

4) contoh formulir/warkat berlogo IB yang akan diguaak
untuk operasional BUS; dan

akta Pemisahan UUS dari BUK.

Pelaksanaan pembukaan BUS dilaporkan kepada Bdokésia dengan

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daearpiran 37.

Permohonan pencabutan izin usaha UUS disampaikpadie Bank

Indonesia dengan menggunakan format surat sebagairdenaksud

dalam Lampiran 38 dan didukung dengan dokumen seébagkut:

a.

guntingan surat kabar yang memuat pengumuman rancan
pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS,;

bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS, apabitdapat hak
dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada Bty

surat pernyataan dari Direksi BUK bahwa langkaluka
penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakuttan apabila
terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggangb Direksi

untuk dan atas nama BUK.

Xl. PEMISAHAN UUS SPIN — OFF DENGAN CARA PENGALIHAN HAK
DAN KEWAJIBAN KEPADA BUS YANG SUDAH ADA

1.

Permohonan persetujuan pengalihan hak dan kewal)ila8 kepada

BUS diajukan kepada Bank Indonesia dengan mengguniakmat surat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 39 dan didukidgggan

dokumen sebagai berikut:

a.

laporan keuangan proforma BUS berupa neraca daenirek

administratif;

b. langkah-langkah ...
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b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka peng@ieseluruh
hak dan kewajiban UUS kepada nasabah dan pihakykin
termasuk status KCS, KCPS dan KKS; dan

c. rancangan akta Pemisahan UUS dari BUK.

Rancangan akta Pemisahan dibuat bersama-sama Ul€hy&ng
memiliki UUS dan BUS.

Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kdpld&adilaporkan

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formait Seipagaimana

dimaksud dalam Lampiran 40 dan didukung dengan mekusebagai
berikut:

a. akta Pemisahan UUS dari BUK; dan

b. guntingan surat kabar yang memuat pengumuman rancan
pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS.

Penerimaan pengalihan hak dan kewajiban UUS dikapooleh BUS

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formait Seipagaimana

dimaksud dalam Lampiran 41 dan didukung denganrdap&euangan

BUS.

Permohonan pencabutan izin usaha UUS diajukan kepRdnk

Indonesia dengan menggunakan format surat sebagairdenaksud

dalam Lampiran 42 dan didukung dengan dokumen seébagkut:

a. bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS; dan

b. surat pernyataan dari Direksi BUK terkait bahwaglah-langkah
penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakuttan apabila
terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggangb Direksi

untuk dan atas nama BUK.

XIl. PENCABUTAN ...
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Xll. PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH ATAS
PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSIONAL

1.

Permohonan persetujuan pencabutan izin usaha UaiSkdn kepada

Bank Indonesia dengan menggunakan format suratgagbana

dimaksud dalam Lampiran 43 dan didukung dengan mekusebagai
berikut:

a.

C.

risalah rapat umum pemegang saham BUK yang menepatksan

mengenai rencana penutupan kegiatan usaha UUS;

rencana penyelesaian seluruh kewajiban UUS, alatiara

1) jumlah dana pihak ketiga atau kewajiban lainnyagyakan
dialihkan kepada BUS dan/atau UUS lain; dan

2) jumlah kewajiban UUS yang dilunasi atau diselesaikian

laporan keuangan UUS posisi bulan terakhir padapsaenohonan.

Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha UUS dimpddpada Bank

Indonesia dengan menggunakan format surat sebagairdenaksud

dalam Lampiran 44 dan didukung dengan dokumen seébagkut:

a.

bukti pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar yanggomauamkan
rencana penghentian kegiatan usaha UUS,;

bukti penyelesaian seluruh kewajiban UUS; dan

surat pernyataan dari Direktur UUS bahwa langkalghtah
penyelesaian kewajiban UUS telah dilakukan dan isp#éérdapat

tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawalkBU

XIll. KANTOR UNIT USAHA SYARIAH TIDAK BEROPERASI PADA HAR

KERJA

Permohonan kantor UUS untuk tidak beroperasi paata kerja diajukan

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format s@bagaimana

dimaksud dalam Lampiran 45.

XIV. ALAMAT ...



XIV. ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN/ATAU PENYAMPAIAN

XV.

LAPORAN

Permohonan izin atau rencana dan/atau penyamg@oarah diajukan kepada

Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

1. Direktorat Perbankan Syariah, JI. M.H. Thamrin Nal2karta 10350;
atau

2. Kantor Bank Indonesia setempat,

dengan berpedoman pada Lampiran 46.

PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat BdE@a8/8/DPbS
tanggal 1 Maret 2006 perihal Perubahan Kegiatanh&sBank Umum
Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakamgig&an Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantonk B&ang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsipa®y@leh Bank Umum
Konvensional dinyatakan tidak berlaku bagi Unit kis&yariah.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulbsrlaku pada tanggal 5
Oktober 20009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yseagan Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Né&ggpablik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR

DPbS
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